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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan
Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No 41 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No 85, TLN No 5016), Keppres 84/P Tahun 2010,
Permenkeu Rl 134/PMK.06/2005.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru baik Pegawai Negeri Sipil maupun
bukan Pegawai Negeri Sipil dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat dan/atau
anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil
dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga yang membawahinya. Pembayaran
Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan tidak boleh
melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Tunjangan Profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen diberikan setiap bulan
sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Profesi bukan Pegawai Negeri
Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik
yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil. Tunjangan Khusus bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen yang
ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai
peraturan perundang-undangan diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Tunjangan Kehormatan bagi Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki jabatan profesor diberikan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali gaji
pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tunjangan Profesi diberikan mulai bulan Januari tahun
berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Sertifikat Pendidik yang telah diberi
Nomor Registrasi Guru dan Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional atau
Kementerian Agama. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas
tunjangan/rapel dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran
sepanjang pagu DIPA tersedia tanpa harus melakukan revisi DIPA tahun anggaran
berjalan. PPABP menyampaikan Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi,
Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan yang dibuat sesuai format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran | yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Keuangan ini dan disertai dokumen pendukung, kepada Pejabat Pembuat
Komitmen, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2010 dan diundangkan pada
tanggal 12 Mei 2010



